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KATA PENGANTAR 

 

As’salamu’alaikum Wr.Wb 

      Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar kepada saya, 
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Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul 
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dan mana yang buruk. 

      Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memnuhi salah satu 

syarat guna menyelesaikan Program  Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

      Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatsan pengetahuan dan pengalaman 

penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan 

penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.  

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, 

petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan 
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ABSTRAK 

      Dengan adanya status pekerja kontrak/PKWT dalam Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih banyak menimbulkan banyak masalah 
terhadap pekerja PKWT Hal ini terjadi dikarenakan adanya banyak penyimpangan 
terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti 
dalam pasal 56 ayat 2 dan pasal 59 ayat 2 yang tidak memberikan kepastian 
hukumnya. Penyimpangan yang sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yaitu  
mengenai jangka waktu atau masa kerja pekerja kontrak dan tidak adanya sanksi bagi 
perusahaan yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap pekerjanya yang 
dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan  
        Metode penelitian menggunakan yuridis normative berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. 
Metode pendekatan konseptual yang digunakan yaitu melalui analisa berpikir 
mengenai peristiwa dan fakta yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Tujuananya 
untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang melebihi batas waktu 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak memberikan 
kejelasan dan kepastian Hukum bagi perusahaan yang melanggar. 
      Dari hasil penelitian ini disimpulkan  bahwa masih adanya perusahaan yang 
melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum terhadap pekerja PKWT yang telah melebihi batas waktu kerjanya. Sehingga 
ini dapat merugikan terhadap pekerja sendiri yang ingin mengetahui kejelasan status 
pekerjaan  diperusahaan tersebut. dan perlindungan apayang diberikan apabila 
perusahaan tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja jika terjadi kecelakaan 
kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci:PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Perlindungan dan Kepastian 
Hukum 
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ABSTRACS 

      Given the status of contract workers / PKWT in Law No. 13 of 2003 on 
Employment still causes many problems against workers PKWT This occurs because 
of many irregularities against Law Number 13 Year 2003 on Manpower as in article 
56 paragraph 2 and article 59 paragraph 2 which does not provide legal certainty. 
Irregularities that are often done by companies - companies regarding the term or 
period of employment of contract workers and the absence of sanctions for 
companies that do not provide legal certainty to workers who have been regulated in 
Law No. 13 of 2003 on Manpower 
        The research method uses normative juridical based on Law Number 13 Year 
2003 on Labor as the primary legal material. Conceptual approach method used is 
through the analysis of thinking about events and facts that occur in the world of 
employment. The purpose is to know the Legal Protection of workers who exceed the 
time limit of the Working Agreement of Certain Time and Sanctions for the 
Company that does not provide clarity and legal certainty for the company that 
violates. 
      From the results of this study concluded that there are still companies that violate 
by not providing legal certainty and legal protection against workers who have 
exceeded PKWT working time limit. So this can be detrimental to the workers 
themselves who want to know the clarity of work status in the company. and the 
protection of what is given if the company does not provide legal certainty for 
workers in the event of an accident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: PKWT (Specific Time Working Agreement), Protection and Legal 
Certainty 
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